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Abstract 
In an attempt to find the truth, the law enforcement authorities will not hesitate to take any 
action that would violate the rights of the suspect and such acts would result as an imbalance 
between the law enforcement officer and the suspect. This is in contrary with the principle of 
balance adopted in the KUHAP (Indonesian Criminal Procedure Code) in which every law 
enforcement must be based on the principle of a harmonious balance between the protection 
of human dignity and the protection of public interest and public order. Indonesia as a 
disciple of due process model should prioritize the rights of suspects in the procedure process 
in order to prove their innocence. However, with the system adopted in pretrial institution is 
currently considered still does not support the fulfillment of the rights of suspects. Because to 
file a pretrial application they should understand very well how to proceed in the world of 
law, especially for those who do not have a legal counsel.The Criminal Law Policy contained 
in the Pretrial Institution in Indonesia is intended as a control over law enforcement officers 
especially in the investigation stage. However, pretrial institution today still does not reflect 
the existence of a justice especially for each suspect because only people who really 
understand the law that can file pretrial. 
Keywords: Pretrial, Enforcement, Justice Prinsiples. 
 
Abstrak 
Dalam upaya memperoleh kebenaran pihak aparat penegak hukum tidak akan ragu-ragu untuk 
melakukan tindakan yang akan melanggar hak-hak tersangka bahwa perbuatan yang 
sedemikian rupa akan berakibat suatu kondisi yang tidak seimbang antara aparat penegak 
hukum dengan tersangka. Hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan yang dianut dalam 
KUHAP dimana dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan 
yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan 
terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Indonesia sebagai penganut model due 
process model seharusnya mengutamakan hak-hak tersangka di dalam proses beracaranya 
demi pembuktian ketidakbersalahan mereka. Akan tetapi dengan sistem yang dianut dalam 
lembaga praperadilan saat ini belum dirasa masih mendukung terpenuhinya hak-hak 
tersangka. Sebab untuk mengajukan permohonan praperadilan seseorang harus tahu betul 
mengenai cara berproses di dalah dunia hukum, apalagi bagi mereka yang tidak memiliki 
seorang penasehat hukum. Kebijakan Hukum Pidana yang terdapat dalam Lembaga 
Praperadilan di Indonesia sebenarnya ditujukan sebagai suatu Kontrol terhadap aparat 
penegak hukum khususnya dalam tahap penyidikan. Akan tetapi lembaga praperadilan saat ini 
masih belum mencerminkan adanya suatu keadilan khususnya bagi tiap tersangka sebaba 
hanya masyarakat yang benar-benar mengerti hukum yang dapat mengajukan praperadilan. 
 
Kata Kunci: Praperadilan, Penegakan, Prinsip Keadilan. 
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LATAR BELAKANG MASALAH 
Dalam upaya menjamin tegaknya 
hak-hak tersangka perihal tersebut telah 
diatur dalam sebuah peraturan perundang-
undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
atau KUHAP (selanjutnya akan disebut 
sebagai KUHAP). Hak-hak tersebut 
diantaranya terdapat dalam ketentuan 
Pasal 50 sampai dengan 156 KUHAP 
yang utamanya mengatur perihal proses 
pemeriksaan tersangka. Hak-hak tersebut 
pada dasarnya tidak boleh disimpangi dan 
harus dijunjung tinggi sebagaimana 
mestinya. Akan tetapi, sering kali dalam 
upaya memperoleh kebenaran suatu kasus 
pihak aparat penegak hukum atau kita 
persempit disini menjadi penyidik tidak 
akan ragu-ragu untuk melakukan tindakan 
yang akan melanggar hak-hak tersebut 
terutama apabila dalam peraturan 
perundang-undangan terdapat adanya 
celah untuk melakukan hal tersebut.  
Sebagaimana disebutkan 
sebelumnya bahwa perbuatan yang 
sedemikian rupa akan berakibat suatu 
kondisi yang tidak seimbang antara aparat 
penegak hukum dengan tersangka. Hal ini 
bertentangan dengan asas keseimbangan 
yang dianut dalam KUHAP dimana dalam 
setiap penegakan hukum harus 
berlandaskan prinsip keseimbangan yang 
serasi antara perlindungan terhadap harkat 
dan martabat manusia dengan 
perlindungan terhadap kepentingan dan 
ketertiban masyarakat.
1
 John Rawls dalam 
bukunya A Theory of Justice yang 
menyatakan bahwa dalam program 
penegakan keadilan yang berdimensi 
kerakyatan haruslah memperhatikan dua 
prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi 
hak dan kesempatan yang sama atas 
kebebasan dasar yang paling luas seluas 
kebebasan yang sama bagi setiap orang. 
Kedua, mampu mengatur kembali 
kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi 
sehingga dapat memberi keuntungan yang 
bersifat timbal balik.
2
 
Dalam proses pemeriksaan 
sebelum persidangan sangat rentan terjadi 
pelanggaran tersebut yang pada ujungnya 
akan merugikan tersangka pada akhirnya 
dalam tahap persidangan. Dalam rangka 
memberikan perlindungan terhadap 
tegaknya hak-hak yang dimiliki tersangka, 
KUHAP melahirkan lembaga 
praperadilan. Dengan adanya lembaga 
praperadilan, diharapkan dapat menjadi 
sarana kontrol bagi aparat penegak hukum 
dalam menjalankan kewenangannya. 
Ketentuan Pasal 77 KUHAP menyatakan: 
                                                          
 
1
M. Yahya Harahap, Pembahasan 
Permasalahan dan Penerapan KUHAP 
Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2009, hlm. 38. 
2
 John Rawls, A Theory of Justice (Teori 
Keadilan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, 
hlm. 12. 
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Pengadilan Negeri berwenang untuk 
memeriksa dan memutus, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang ini tentang:  
a. Sah atau tidaknya penangkapan, 
penahanan, penghentian 
penyidikan atau penuntutan; 
b. Ganti kerugian dan atau 
rehabilitasi bagi seseorang yang 
perkara pidananya dihentikan pada 
tingkat penyidikan atau 
penuntutan. 
Kemudian pasca keluarnya 
Putusan MK No. 21/XII-PUU/2014 
ketentuan mengenai syarat-syarat 
permohonan praperadilan ditambah 
dengan penetapan tersangka, 
penggeledahan dan penyitaan sebagai 
obyek praperadilan. Selain itu Mahkamah 
Konstitusi mengubah Pasal 1 angka 14, 
17,  dan Pasal 21 ayat (1) dengan 
menambakan frase “minimal dua alat 
bukti” dalam proses penetapan tersangka 
dan penyidikan. 
Akan tetapi sesungguhnya 
pengaturan yang sedemikian itu tidak 
mencerminkan suatu keadilan yang ideal. 
Karena berdasarkan ketentuan KUHAP 
praperadilan hanya bisa diajukan melalui 
permohonan sehingga kesempatan 
mengajukannya tidak sama rata bagi tiap 
masyarakat melainkan bagi mereka yang 
mengenal hukum saja.  
 
 
 
RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana struktur lembaga 
praperadilan menurut Sistem Peradilan 
Pidana Indonesia? 
2. Bagaimana Lembaga Praperadilan 
ditinjau dari segi keadilan? 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini adalah penelitian 
hukum normatif yang mengkaji konsep, 
kaidah, asas-asas, teori dan peraturan 
perundang undangan berkaitan dengan   
praperadilan.
3
 Penelitian ini menggunakan 
pendekatan undang-undang (statute 
approach), konsep (conceptual approach) 
dan kasus (case approach).
4
 pengumpulan 
bahan hukum melalui studi dokumen 
(studi kepustakaan) meliputi bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tersier yakni dengan cara 
melakukan inventarisasi dan diidentifikasi 
terhadap sejumlah peraturan perundang-
undangan, dokumen hukum, hasil-hasil 
karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur 
yang berasal dari ilmu pengetahuan 
hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal 
dan hasil penelitian yang ada kaitannya 
dengan penelitian ini. 
 
 
                                                          
3
 Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 
Dualisme Penelitian Hukum, Cetakan 1, PT. Raja 
Grafindo Persada, Yogyakarta, 2010, hlm. 28. 
4
 Peter Mahmud, Penelitian Hukum, 
Cetakan ke-7, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 119. 
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PEMBAHASAN 
Kesesuaian Lembaga Praperadilan 
dengan Sistem Peradilan Pidana di 
Indonesia 
Untuk membahas efektivitasnya 
maka perlu kita uraikan dulu satu persatu 
mengenai teori-teori hukum yang akan 
digunakan oleh penulis yaitu teori SPP, 
Keadilan dan Teori HAM. Yang pertama 
akan kita bahas adalah mengenai Teori 
Hukum Sistem Peradilan Pidana. 
Di undangkannya Undang-undang 
No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana menjadikan 
system peradilan di Indonesia ini 
menganut sistem akusator, yaitu 
pembuktian perkara pidana mengarah 
kepada pembuktian ilmiah, serta tersangka 
sebagai pihak pemeriksaan tindak pidana, 
dan sistem peradilan juga terpengaruh 
oleh  due proses model, yaitu: proses 
hukum yang adil dan layak serta 
pengakuan hak-hak tersangka/terdakwa.
5
  
Akan tetapi pelaksanaan peradilan 
pidana berdasarkan KUHAP ternyata 
masih belum berjalan lancar, dan masih 
banyak kelemahan-kelemahan. Due 
proses model masih jauh dari harapan 
                                                          
5
 Ifrani, "The Application of Corruption 
Law Toward Criminal Act in The Field Of 
Forestry”." The 2nd Proceeding “Indonesia Clean 
of Corruption in 2020" (2017), hlm. 267. 
bahkan pendekatan inkusator masih 
mendominasi.
6
 
Sistem hukum secara garis besar 
dibagi menjadi 2 yaitu: sistem hukum 
anglo saxon dan sistem continental. Dari 
kedua system tersebut mempunyai 
perbedaan yang cukup besar pada 
pembangunan system peradilan 
pidanannya, disebabkan akar falsafah dan 
politik yang melatarbelakanginya 
berbeda.
7
 
Kedua sistem ini dibangun dalam 
semangat liberalisme namun pendekatan 
yang di ambil berbeda. Sistem Anglo 
saxon memperlihatkan Individualisme dan 
desentralisme dengan mengutamakan 
keadilan serta perlindungan hak-hak 
individu yang sangat tinggi. Sedangan 
sistem continental bersandar pada prinsip 
keseragaman, organisasi birokratik, 
sentralisasi serta menekankan pada 
pengembangan secara hati-hati pada 
sistem hukum acara yang memadai, untuk 
dapat memastikan fakta-fakta, agar 
keputusannya dapat di capai secara adil.
8
 
Sistem peradilan pidana dari 
keduanya itu mempunyai dasar berbeda 
                                                          
6Michael Barama, “Model Sistem 
Peradilan Pidana Dalan Perkembangan” Jurnal 
Ilmu Hukum, Vol.III Nomor 8 Januari-Juni 2016, 
hlm. 9-11. 
7
 Ifrani,  "Penerapan Undang-undang 
Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak Pidana 
Dibidang Kehutanan." Al Adl: Jurnal Hukum 
Volume 8 Nomor. 3 (2017), hlm. 66. 
8
 John Rawls, Op.cit. hlm, 99. 
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dari fakta-faktanya, jika Anglosaxon 
berdasarkan metode akuisitur dan eropa 
continental berdasarkan metode 
inkuisitor.
9
 Penerapan dari kedua sistem 
dan berdasarkan dengan perbedaan 
metode itu berjalan dalam waktu yang 
lama, mapan dan cocok terhadap 
masyarakat yang bersangkutan, jadi 
akuisitur yang cocok di amerika belum 
tentu bisa diterapkan di Eropa, begitu 
sebaliknya.
10
 
Dalam sistem peradilan banyak 
berbagai teori yang berkaitan, ada yang 
menggunakan pendekatan dikotomi 
ataupun pendekatan trikotomi. Umumnya 
pendekatan dikotomi digunakan oleh 
teoritis hukum pidana di Amerika Serikta, 
yaitu Herbet Packer, seorang ahli hukum 
dari Universitas Stanford, dengan 
pendekatan normatif yang berorientasi 
pada nilai-nilai praktis dalam 
melaksanakan mekanisme proses 
peradilan pidana. 
11
 Di dalam pendekatan 
dikotomi terdapat dua model, diantaranya: 
1.    Crime control 
model, pemberantasan kejahatan 
merupakan fungsi terpenting dan 
harus diwujudkan dari suatu proses 
peradilan pidana. Titik tekan dari 
model ini yaitu efektifitas, 
                                                          
9
 Ibid. 
10
 Ibid 
11
 Ibid 
kecepatan dan kepastian. 
Pembuktian kesalahan tersangka 
sudah diperoleh di dalam proses 
pemeriksaan oleh petugas 
kepolisian.
12
 
Adapun nilai-nilai yang 
melandasi crime control model adalah: 
a.  Tindakan reprensif terhadap suatu 
tindakan criminal merupakan 
fungsi terpenting dari suatu proses 
peradilan; 
b.  Perhatian utama harus ditujukan 
kepada efisiensi dari suatu 
penegakan hukum untuk 
menyeleksi tersangka, menetapkan 
kesalahannya dan menjamin atau 
melindungi hak tersangka dalam 
proses peradilan; 
c.  Proses criminal penegakan hukum 
harus dilaksanakan berlandaskan 
prinsip cepat dan tuntas, dan model 
yang dapat mendukung proses 
penegakan hukum tersebut adalah 
model administratif dan 
mmerupakan model manajerial; 
d.  Asas praduga bersalah akan 
menyebabkan system ini 
dilaksanakan secara efisien; 
e.  Proses penegakan hukum harus 
menitik beratkan kepada kualitas 
temuan-temuan fakta 
                                                          
12
 Ibid 
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administrative, oleh karena temuan 
tersebut akan membawa kearah: 
1) Pembebasan seorang 
tersangka dari penuntutan, 
atau 
2) Kesediaan tersangka 
menyetakan dirinya 
bersalah.
13
 
2.   Due process model, model ini 
menekankan seluruh temuan-
temuan fakta dari suatu kasus yang 
diperoleh melalui prosedur formal 
yang sudah ditetapkan oleh 
undang-undang. prosedur itu 
penting dan tidak boleh diabaikan, 
melalui suatu tahapan pemeriksaan 
yang ketat mulai dari penyidikan, 
penangkapan, penahanan dan 
peradilan serta adanya suatu reaksi 
untuk setiap tahan pemeriksaan, 
maka dapat diharapkan seorang 
tersangka yang nyata-nyata tidak 
bersalah akan dapat memperoleh 
kebebasan dari tuduhan melakukan 
kejahatan.
14
 Adapun nilai-nilai 
yang terkandung di dalam model 
ini adalah: 
a. Mengutamakan, formal-
adjudicative dan adversary fact-
findings, hal ini berart dalam 
setiap kasus tersangka harus 
                                                          
13
 Ibid 
14
 Ibid 
diajukan ke muka pengadilan 
yang tidak memihak dan 
diperiksa sesudah tersangka 
memperoleh hak yang penuh 
untuk mengajukan 
pembelaannya; 
b. Menekankan pada pencegahan 
dan menghapuskan sejauh 
mungkin kesalahan mekanisme 
administrasi peradilan; 
c. Proses peradilan harus 
dikendalikan agar dapat dicegah 
penggunaanya sampai pada titik 
optimum karena kekuasaan 
cenderung disalahgunakan atau 
memilih potensi untukk 
menempatkan individu pada 
kekuasaanya yang koersif dari 
Negara; 
d. Memegang terus doktrin legal 
audit,yaitu: 
1) Seorang dianggap bersalah 
apabila penetapan 
kesalahannya dialkukan 
secara procedural dan 
dilakukkan oleh mereka 
yang memilik kewenangan 
untuk tugas itu; 
2) Seseorang tidak dapat 
dianggap berslaah 
sekalipun kenyataan akan 
memberatkan jika 
perlindungan hukum yang 
Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018                                                    ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124 
 
 243 
diberikan undang-undang 
kepada orang yang 
bersangkutan tidak efektif. 
Penetapan kesalahn 
seseorang hanya dapat 
dilakukan oleh pengadilan 
yang tidak memihak. 
e. Gagasan persamaan di muka 
hukum lebih diutamakan 
f. Lebih mengutamakan 
kesusilaan dan keguanaan 
sanksi pidana.
15
 
Konsep due process model, sangat 
menjunjung tinggi supremasi hukum, 
dalam perkara pidana tidak ada seorang 
pun berada dan menempatkan diri di atas 
hukum.
16
 Indonesia sebagai penganut 
model due process model seharusnya 
mengutamakan hak-hak tersangka di 
dalam proses beracaranya demi 
pembuktian ketidakbersalahan mereka. 
Akan tetapi dengan sistem yang dianut 
dalam lembaga praperadilan saat ini dirasa 
penulis masih belum mendukung 
terpenuhinya hak-hak tersangka. Sebab 
untuk mengajukan permohonan 
praperadilan seseorang harus tahu betul 
mengenai cara berproses di dalah dunia 
hukum, apalagi bagi mereka yang tidak 
memiliki seorang penasehat hukum. 
 
                                                          
15
 Ibid 
16
 Ibid 
Kebijakan Hukum Pidana dalam 
Lembaga Praperadilan di Indonesia 
Teori keadilan yang akan 
digunakan dalam penelitian penulis adalah 
teori keadilan yang dikemukakan oleh 
John Rawls dan Aristoteles. John Rawls 
adalah seorang pemikir yang memiliki 
pengaruh sangat besar di bidang filsafat 
politik dan filsafat moral. John Rawls 
menjadikan dirinya pijakan utama bagi 
perdebatan filsafat politik dan filsafat 
moral kontemporer. Para pemikir setelah 
Rawls hanya punya dua pilihan: 
Menyetujui atau tidak menyetujui Rawls. 
Tidak ada pilihan untuk mengabaikan 
Rawls sama sekali. Hal ini dikarenakan 
jangkauan pemikiran Rawls yang sangat 
luas dan dalam, yakni: Upaya untuk 
melampaui paham utilitarianisme yang 
sangat dominan di era sebelum Rawls 
serta merekonstruksi warisan teori kontrak 
sosial dari Hobbes, Locke dan Kant 
sebagai titik tolak untuk merumuskan 
sebuah teori keadilan yang menyeluruh 
dan sistematis.
17
 Rawls mengemukakan 
bahwa kesukarelaan segenap anggota 
masyarakat untuk menerima dan 
mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang 
ada hanya dimungkinkan jika 
                                                          
17
 Ifrani, dan Yati Nurhayati. "The 
Enforcement of Criminal Law in the Utilization 
and Management of Forest Area Having Impact 
Toward Global Warming." Sriwijaya Law 
Review 1.2 (2017): hlm, 157-167. 
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masyarakatnya tertata baik di mana 
keadilan sebagai fariness menjadi dasar 
bagi prinsip-prinsip pengaturan institusi-
institusi yang ada di dalamnya.
18
 Ketika 
berbicara tentang ketentutan-ketentuan 
sosial yang mengatur kehidupan bersama, 
Rawls sebenarnya sedang menekankan 
upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip 
yang mengatur distribusi hak dan 
kewajiban di antara segenap anggota suatu 
masyarakat. Penekanan terhadap masalah 
hak dan kewajiban, yang didasarkan pada 
suatu konsep keadilan bagi suatu kerja 
sama sosial, menunjukan bahwa teori 
keadilan Rawls memusatkan perhatian 
pada bagaimana mendistribusikan hak dan 
kewajiban secara seimbang di dalam 
masyarakat sehingga setiap orang 
berpeluang memperoleh manfaat darinya 
dan secara nyata, serta menanggung beban 
yang sama. Karenanya, agar menjamin 
distribusi hak dan kewajiban yang 
berimbang tersebut, Rawls juga 
menekankan pentingnya kesepakatan 
yang fair di antara semua anggota 
masyarakat. Hanya kesepakatan fair yang 
mampu mendorong kerja sama sosial. 
Rawls memandang bahwa kesepakatan 
yang fair hanya bisa dicapai dengan 
adanya prosedur yang tidak memihak. 
Hanya dengan suatu prosedur yang tidak 
memihak, prinsip-prinsip keadilan bisa 
                                                          
 
18
 John Rawls, Op. Cit, hlm. 4-5. 
dianggap fair. Karenanya, bagi Rawls, 
keadilan sebagai fairness adalah “keadilan 
prosedural murni” . Dalam hal ini, apa 
yang dibutuhkan oleh mereka yang 
terlibat dalam proses perumusan konsep 
keadilan hanyalah suatu prosedur 
yang fair (tidak memihak) untuk 
menjamin hasil akhir yang adil pula.
19
 Di 
atas, Rawls menekankan posisi penting 
suatu prosedur yang fair demi lahirnya 
keputusan-keputusan yang oleh setiap 
orang dapat diterima sebagai hal yang 
adil. Adapun prosedur yang fair ini hanya 
bisa terpenuhi apabila terdapat iklim 
musyawarah yang memungkinkan 
lahirnya keputusan yang mampu 
menjamin distribusi yang fair atas hak dan 
kewajiban. Rawls menegaskan pentingnya 
semua pihak, yang terlibat dalam proses 
musyawarah untuk memilih prinsip-
prinsip keadilan, berada dalam suatu 
kondisi awal yang disebutnya “posisi 
asali” (the original position).20 
Rawls memunculkan gagasan 
tentang posisi asali dengan sejumlah 
catatan: Pertama, adalah penting untuk 
menegaskan terlebih dahulu bahwa Rawls 
melihat posisi asali sebagai suatu 
prasyarat yang niscaya bagi terjaminnya 
kadilan sebagai fairness. Namun, Rawls 
tidak pernah memandang posisi asali 
                                                          
 
19
 Ibid, hlm. 56. 
 
20
 Ibid. 
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sebagai suatu yang riil, melainkan 
merupakan sebuah kondisi awal yang 
bersifat imajiner. Menurutnya, kondisi 
awal imajiner ini harus diandaikan dan 
diterima, karena hanya dengan cara ini 
tercapainya keadilan sebagai prosedural 
murni bisa dibayangkan. Hanya saja, 
kendati bersifat imajiner, bagi Rawls, 
posisi asali sudah merupakan syarat yang 
memadai untuk melahirkan sebuah konsep 
keadilan yang bertujuan pada terjaminnya 
kepentingan semua pihak secara fair  
Kedua, setiap orang yang 
berpartisipasi di dalam proses perumusan 
prinsip-prinsip keadilan ini harus benar-
benar masuk dalam situasi ideal tersebut. 
Hanya saja, Rawls percaya bahwa tidak 
semua orang dapat masuk ke dalam posisi 
asali. Hanya orang-orang tertentu yang 
dapat masuk ke dalam situasi hipotesis ini, 
yakni mereka yang memiliki kemampuan 
bernalar sesuai dengan standar formal 
dalam dunia ilmu pengetahuan. 
Ketentuan-ketentuan ilmiah ini membuka 
peluang bagi semua orang untuk masuk ke 
dalam proses musyawarah yang fair .
21
 
Rawls menegaskan bahwa semua 
pihak yang berada dalam posisi asali harus 
juga berada dalam keadaan “tanpa 
pengetahuan.” Melalui gagasan tentang 
“keadaan-tanpa-pengetahuan” tersebut, 
Rawls ingin menegaskan bahwa semua 
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 Ibid, hlm. 130-135 
pihak yang ada dalam posisi asali tidak 
memiliki pengetahuan mengenai berbagai 
alternatif yang dapat mempengaruhi 
mereka dalam proses perumusan dan 
pemilihan prinsip-prinsip pertama 
keadilan. Keadaan ketidaktahuan akan 
hal-hal partikular memang menjadi syarat 
penting untuk menjamin fairness. Oleh 
karena itu, semua pihak yang terlibat 
dalam proses pemilihan tersebut harus 
mampu melakukan penilaian atas prinsip-
prinsip keadilan yang senantiasa dipandu 
oleh pertimbangan-pertimbangan yang 
umum sifatnya.
22
 
Rawls juga menggambarkan 
bahwa dalam posisi asali tersebut semua 
pihak juga diandaikan bersikap saling-
tidak-peduli dengan kepentingan pihak 
lain. Di sini dimaksudkan bahwa semua 
pihak berusaha dengan sungguh-sungguh 
memperjuangkan apa yang dianggap 
paling baik bagi dirinya. Pada saat yang 
sama, mereka juga dianggap tidak saling 
mengetahui apa yang dapat diperoleh 
pihak lain bagi dirinya sendiri. Gambaran 
ini secara sekilas menunjukan karikatur 
orang-orang yang justru bertolak belakang 
dengan semangat kerja sama yang 
menjadi inti konsep keadilan 
sebagai fairness. Namun demikian, 
penggambaran Rawls tentang sikap 
saling-tidak-peduli di antara orang-orang 
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yang ada dalam posisi asali tersebut 
sebenarnya lebih sebagai sebuah 
pengandaian agar semua pihak dalam 
posisi asali mampu membebaskan diri dari 
rasa iri terhadap apa yang mungkin 
didapatkan oleh orang lain. Untuk itu, 
semua orang harus berkonsentrasi hanya 
pada apa yang terbaik bagi dirinya 
sendiri.
23
 
Gagasan Rawls tentang posisi asli 
tersebut sebenarnya merupakan refleksi 
dari konsep moral tentang person: setiap 
manusia diakui dan diperlakukan sebagai 
person yang rasional, bebas, dan setara 
(memiliki hak yang sama). Dalam 
pandangan Rawls, manusia sebagai person 
moral pada dasarnya memiliki dua 
kemampuan moral, yakni: 1) kemampuan 
untuk mengerti dan bertindak berdasarkan 
rasa keadilan dan dengan itu juga 
didorong untuk mengusahakan suatu kerja 
sama sosial; dan 2) kemampuan untuk 
membentuk, merevisi, dan secara rasional 
mengusahakan terwujudnya konsep yang 
baik. Rawls menyebut kedua kemampuan 
ini sebagai a sense of justice dan a sense 
of the good. Kemampuan-kemampuan 
moral itu memberikan kemungkinan bagi 
manusia sebagai person moral untuk 
bertindak secara rasional dan otonom 
dalam menetapkan cara-cara dan tujuan-
tujuan yang dianggap baik bagi dirinya di 
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satu sisi, serta bertindak berdasarkan 
prinsip-prinsip keadilan di lain sisi  
Dalam kondisi awal (posisi asali) 
sebagaimana dijelaskan di atas, Rawls 
percaya bahwa semua pihak akan bersikap 
rasional; dan sebagai person yang 
rasional, semua pihak akan lebih suka 
memilih prinsip keadilan yang 
ditawarkannya daripada prinsip manfaat 
(utilitarianisme). Prinsip itu adalah: 
Semua nilai-nilai sosial—kebebasan dan 
kesempatan, pendapatan dan kekayaan, 
dan basis harga diri—harus 
didistribusikan secara sama. Suatu 
distribusi yang tidak sama atas nilai-nilai 
sosial tersebut hanya diperbolehkan 
apabila hal itu memang menguntungkan 
orang-orang yang paling tidak beruntung  
Bertolak dari prinsip umum di 
atas, Rawls merumuskan kedua prinsip 
keadilan sebagai berikut: 1. Setiap orang 
harus memiliki hak yang sama atas 
kebebasan dasar yang paling luas, seluas 
kebebasan yang sama bagi semua orang; 
2. Ketidaksamaan sosial ekonomi harus 
diatur sedemikian rupa sehingga (a) 
diharapkan memberi keuntungan bagi bagi 
orang-oang yang paling tidak beruntung, 
dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka 
bagi semua orang. 
Dengan demikian, untuk 
terjaminnya efektivitas dari kedua prinsip 
keadilan itu, Rawls menegaskan bahwa 
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keduanya harus diatur dalam suatu tatanan 
yang disebutnya serial order atau lexical 
order  Dengan pengaturan seperti ini, 
Rawls menegaskan bahwa hak-hak serta 
kebebasan-kebebasan dasar tidak bisa 
ditukar dengan keuntungan-keuntungan 
sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bahwa 
prinsip keadilan kedua hanya bisa 
mendapat tempat dan diterapkan apabila 
prinsip keadilan pertama telah terpenuhi. 
Dengan kata lain, penerapan dan 
pelaksanaan prinsip keadilan yang kedua 
tidak boleh bertentangan dengan prinsip 
keadilan yang pertama. Oleh karena itu, 
hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar 
dalam konsep keadilan khusus ini 
memiliki prioritas utama atas keuntungan-
keuntungan sosial dan ekonomi.
24
 
Bagi Rawls, pembatasan terhadap 
hak dan kebebasan hanya diperbolehkan 
sejauh hal itu dilakukan demi melindungi 
dan mengamankan pelaksanaan kebebasan 
itu sendiri. Itu berarti, perlu diterima suatu 
pengaturan secara kelembagaan atas 
praktek-praktek kebebasan agar 
pelaksanaan kebebasan tidak 
membahayakan kebebasan yang memang 
menjadi hak setiap orang  
Prinsip keadilan yang kedua 
menuntut bahwa ketidaksamaan dalam 
                                                          
24
 Ifrani,  Grey Area Antara Tindak 
Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Perbankan. 
Jurnal Konstitusi, 8(6), 2012, hlm. 993-1018. 
pencapaian nilai-nilai sosial dan ekonomi 
diperbolehkan apabila tetap membuka 
peluang bagi pihak lain untuk 
mendapatkan manfaat dalam hal yang 
sama. Oleh karena itu, ketidaksamaan 
dalam perolehan nilai sosial dan 
ekononomi tidak harus selalu dimengerti 
sebagai ketidakadilan. Inti dari prinsip 
keadilan yang kedua justru terletak pada 
sisi ini.
25
 
Bagi Rawls, prinsip “perbedaan” 
dimaksudkan untuk menjamin 
berlangsungnya suatu masyarakat yang 
ideal di mana keterbukaan peluang yang 
sama (dijamin melalui prinsip kesempatan 
yang adil) tidak akan menguntungkan 
sekelompok orang dan pada saat yang 
sama merugikan kelompok orang lainnya. 
Oleh karena itu, adanya prinsip 
“perbedaan” merupakan pengakuan dan 
sekaligus jaminan atas hak dari kelompok 
yang lebih beruntung (the better off) untuk 
menikmati prospek hidup yang lebih baik 
pula. Akan tetapi, dalam kombinasi 
dengan prinsip kesempatan yang sama dan 
adil, prinsip itu juga menegaskan bahwa 
“kelebihan” berupa prospek yang lebih 
baik itu hanya dapat dibenarkan apabila 
membawa dampak berupa peningkatan 
prospek hidup bagi mereka yang kurang 
beruntung atau paling tidak beruntung.
26
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Konsepsi keadilan Rawls 
memperlihatkan dukungan dan pengakuan 
yang kuat akan hak dan kewajiban 
manusia, baik dalam bidang politik 
maupun dalam bidang ekonomi. Secara 
khusus, konsepsi keadilan tersebut 
menuntut hak pastisipasi yang sama bagi 
semua warga masyarakat dalam setiap 
proses pengambilan keputusan politik dan 
ekonomi. Dengan demikian, diharapkan 
bahwa seluruh struktur sosial dasar 
sungguh-sungguh mampu menjamin 
kepentingan semua pihak.
27
 
Dari sudut politik, konsepsi 
keadilan Rawls diformulasikan ke dalam 
tiga sendi utama: (1) hak atas partisipasi 
politik yang sama; (2) hak warga untuk 
tidak patuh; dan (3) hak warga untuk 
menolak berdasarkan hati nurani. Ketiga 
hal ini menjadi manifestasi kelembagaan 
dari prinsip keadilan pertama dalam teori 
kedilan Rawls.
28
 
Rawls memandang hak atas 
partisipasi politik yang sama tersebut bisa 
terakomodasi dalam sebuah sistem politik 
yang tidak saja bersifat demokratis, tapi 
juga konstitusional. Sistem politik 
demokrasi konstitusional di sini dicirikan 
oleh dua hal utama: pertama, adanya 
suatu badan perwakilan yang dipilih 
melalui suatu pemilihan yang fair dan 
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28
 Ibid. 
bertanggung jawab kepada pemilihnya, 
yang berfungsi sebagai badan legislatif 
untuk merumuskan peraturan-peraturan 
dan kebijakan-kebijakan sosial; 
dan kedua, adanya perlindungan 
konstitusional terhadap kebebasan-
kebebasan sipil dan politik, seperti 
kebebasan berpikir dan berbicara, 
kebebasan berkumpul dan membentuk 
organisasi politik . 
Bagi Rawls, sistem politik 
demokrasi konstitusional harus 
memberikan ruang bagi hak untuk tidak 
patuh (pada Negara), karena hak ini 
adalah konsekuensi logis dari demokrasi. 
Rawls memaksudkan hak untuk tidak 
patuh ini sebagai „suatu tindakan publik, 
tanpa kekerasan, berdasarkan suara hati 
tetapi bersifat politis, bertentangan dengan 
hukum karena biasanya dilakukan dengan 
tujuan menghasilkan perubahan hukum 
atau kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, 
Rawls memandang bahwa ada ruang di 
mana hukum yang ditetapkan tidak 
bersifat adil sehingga warga Negara boleh 
melakukan tindakan politik untuk 
menentang dan mengubahnya melalui 
cara-cara yang tidak menggunakan 
kekerasan.
29
 
Jika hak untuk tidak patuh 
dimaksudkan sebagai tindakan politik 
untuk memperbaiki hukum yang tidak 
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adil, maka hak untuk menolak 
berdasarkan hati nurani lebih 
dimaksudkan sebagai ruang yang 
diberikan kepada seseorang untuk tidak 
mematuhi hukum jika hal itu dipandang 
bertentangan dengan hati nuraninya 
sendiri. Misalnya, jika terdapat sebuah 
hukum yang meminta warganya untuk 
berperang sementara terdapat seorang 
warga yang memiliki keyakinan bahwa 
membunuh bertentangan dengan prinsip 
keadilan yang dipegangnya, maka dia 
berhak untuk menolak untuk ikut 
berperang. 
Dari sudut penataan ekonomi, 
konsepsi keadilan Rawls menuntut suatu 
basis ekonomi yang  fair melalui sistem 
perpajakan yang proporsional (dan bahkan 
pajak progresif jika diperlukan) serta 
sistem menabung yang adil sehingga 
memungkinkan terwujudnya distribusi 
yang adil pula atas semua nilai dan 
sumber daya sosial. Di sini perlu 
ditegaskan bahwa setiap orang 
mempunyai hak untuk menikmati nilai-
nilai dan sumber daya sosial dalam jumlah 
yang sama, tetapi juga memiliki 
kewajiban untuk menciptakan 
kemungkinan yang membawa 
kemaslahatan bagi masyarakat secara 
keseluruhan. Prinsip ini tidak hanya 
berlaku bagi anggota masyarakat dalam 
generasi yang sama, tetapi juga bagi 
generasi yang satu dengan generasi yang 
lainnya. Bagi Rawls, kekayaan dan 
kelebihan-kelebihan bakat alamiah 
seseorang harus digunakan untuk 
meningkatkan prospek orang-orang yang 
paling tidak beruntung di dalam 
masyarakat. 
Pandangan Aristoteles tentang 
keadilan bisa didapatkan dalam karyanya 
nichomachean ethics, politics, dan 
rethoritic. Spesifik dilihat dalam huku 
nichomachean ethics, buku itu 
sepenuhnyaditujukan bagi keadilan, yang 
berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, 
meski dianggap sebagai inti dari filsafat 
hukumnya, “karena hukum hanya bisa 
ditetapkan dalam kaitannya dengan 
keadilan”.30 
Pada pokoknya pandangan 
keadilan ini sebagai suatu pemberian hak 
persamaan api bukan persamarataan. 
Aristoteles membedakan hak 
persamaannya sesuai dengan hak 
proporsional. Kesamaan hak dipandangan 
manusia sebagai suatu unit atau wadah 
yang sama. Inilah yang dapat dipahami 
bahwa semua orang atau setiap warga 
negara dihadapan hukum sama. Kesamaan 
proporsional memberi tiap orang apa yang 
menjadi haknya sesuai dengan 
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kemampuan dan prestasi yang telah 
dilakukannya.
31
 
Lebih lanjut, keadilan menurut 
pandanagn Aristoteles dibagi kedalam uda 
macam keadilan, keadilan “distributief” 
dan keadilan”commutatief”. Keadilan 
distributief ialah keadilan yang 
memberikan kepada tiap orang porsi 
menurut prestasinya. Keadilan 
commutatief memberikan sama 
prestasinya dalm hal ini berkaitan dengan 
peranan tukar menukar barang dan jasa.
32
 
Keadilan distributif menurut 
Aristoteles berfokus pada distribusi, 
honor, kekayaan, dan barang-barang lain 
yang sama-sama bisa didapatkan dalam 
masyarakat. Dengan apa yang ada di 
benak Aristoteles ialah distribusi 
kekayaan dan barang berharga lain 
berdasarkan nilai yang berlaku di 
kalangan warga. Distribusi yang adil 
boleh jadi merupaakn sitribusi yang sesuai 
dengan nilai kebaikannya, yakni nailinya 
bagi masyarakat.
33
 
Kebijakan Hukum Pidana yang 
terdapat dalam Lembaga Praperadilan di 
Indonesia sebenarnya ditujukan sebagai 
suatu Kontrol terhadap aparat penegak 
hukum khususnya dalam tahap 
penyidikan. Akan tetapi lembaga 
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praperadilan saat ini masih belum 
mencerminkan adanya suatu keadilan 
khususnya bagi tiap tersangka sebab 
hanya masyarakat yang benar-benar 
mengerti hukum yang dapat mengajukan 
praperadilan. 
 
KESIMPULAN 
1. Indonesia sebagai penganut model 
due process model seharusnya 
mengutamakan hak-hak tersangka di 
dalam proses beracaranya demi 
pembuktian ketidakbersalahan 
mereka. Akan tetapi dengan sistem 
yang dianut dalam lembaga 
praperadilan saat ini dirasa penulis 
masih belum mendukung 
terpenuhinya hak-hak tersangka. 
Sebab untuk mengajukan 
permohonan praperadilan seseorang 
harus tahu betul mengenai cara 
berproses di dalah dunia hukum, 
apalagi bagi mereka yang tidak 
memiliki seorang penasehat hukum. 
2. Kebijakan Hukum Pidana yang 
terdapat dalam Lembaga 
Praperadilan di Indonesia belum 
mencerminkan keadilan khususnya 
bagi tersangka. Dalam praktiknya 
praperadilan hanya dijadikan 
formalitas para penegak hukum. 
Kedepan praperadilan dalam sistem 
hukum pidana di Indonesia harus 
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mampu memberikan keadilan bagi 
para pihak terutama tersangka. 
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